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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/KET/1.0/B/2013
. TENTANG
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMAN{RRAHIM

ingat Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor Af1-1077/85
gal 2 Sya’ban 1405 H/23 April 1985 M perihal Badan Hukum Muhammadiyah, nomor
'} 1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 M tentang Badan Hukum,

, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan int menerangkan bahwa:

tatus Persyarikatan MuhammadiyahsebagaiBadan Hukumtelah mendapat pengakuan
an legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah
epublik indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement
besluit 16 Agustus 1920 No. 40; diubah dengan Gouvernement besluit 2 September
1921 No. 36
Keterangan hai : RECHTPERSOON MUHAMMADUAH
C. Suidal Titerivial Jende,al Combanwa ukon Depaitemon Keha
LAS/160/4, tanggal 8 September 14 /1
d.  Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl nomor C2-HT.01.03.4.165
tanggal 29 Januari 2004 perihal status Badan Hukom Perkumpulan Muhamrmadiyah
e.  Surat Keputusan Menteri fukum dan HAM Rl nomor AHU.82.AM.01.07 Tahun
2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan
Muhammadivah

(2) Persyarikatan Muhammadiyah sobapy Badan Hukum yang bergerak dalam bidang|

_Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Keschatan, den Ekonomi, tolah mendapat pengakuan
dan legalitas dari Pemernintab Hepublic bdonesia cg. Kementerian terkait

ng
dituangkan dalam surat-surat sob. A berkat

Ya

a. Surar Pernyataan Menterl Agama nomor b Tahuo 1971 tanggai 9 Septembar 1971
b, Surat Kerorangan Menteri Sosial REnome: FAIO2-K/ 7 1/MES, tanggal 7 Septemine

Cohurat Pornyataan Moenter Do dikan dan Kabs Jddyaan Ri mornor 23628/ tAPK/ 74

LaANEEal 24 gl 197 1 Nl Pty aiaan Mauhginm; wadivah sebagal Badao - ALRUT D
Bergerak dalam uefiour} Pendidikar dan Pengijaran,
d. 5 Poor
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(3) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai 3

surat-surat berikut-

a.  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Peb-

ruari 1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hu-
kum yang dapat Mempunyai tanah dengan hak milik. )

b. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk, 14/
DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980

€. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R| Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12
Juli 2012

(4)  Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Muhammadi

n, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Pemuda
Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lkatan Mahasiswa Muhammadiyah,

dan Tapak Syci Putera Muhammadiyah adalah Organisasi yang berkedudukan dj bawah
Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan bagian tak terpisahkan d
Muhammadiyah, oleh karena ity surat-surat pengakuan ”Muhammadiyah sebagai Badan
Hukum” yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan
Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a sampai huruf e, angka (2) huruf
3 sampai huruf d, dan angka (3} huruf a sdmpai huruf ¢ tersebyt di atas, berlaky untuk
Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (Dasar,
Tinggi), kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKiA, Poliklinik, Apotik, dan sebagainya),

sosial (Pant; Asuhan, Panti Jompo, dan sebagainya.), dan ekonomi (badan usaha) serta
berlaku untyk Organisasi Otonomnya.

ari Persyarikatan

Berdasarkan keterangan sebagaimang dimaksud dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan

Ingka (4) tersebyt di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaar, pendidikan, sosial,
kesehatan, dan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun
oleh Organisasi Otonom vang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yaitu
(1) Aisyiyah, {2) Hizbul Wathan, (3) Nasyiatul Aisyiyah, (4) Pemuda Muhammadiyah, (5)
lkatan Mahasiswa Muhammadiyah. (6) lkatan Pelajar i\/luhamrnadiyah, dan (7) Tapak Sucj

Putera I\/Tuhamrmcﬁvah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting)

Hdak memeriukan badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya,

Demikianiah 5irat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi b

agi pihak yang
Agai dapat dipergtnakan sebagaimana mestinya.
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DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESTA
NOMOR AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :  Surat permohonan dari Saudara DR H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua
Pimpinan Pusat Mubhammadiyah Nomor 285/1.0/A/2010 tanggal 19 Juni 2010
perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat : |. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana
- terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampal dengan Pasal 1665
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA - Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyariliatan MUHAMMADIYAH

yang bergerak dalam bidang da’wah dan sosial kemasyarakatan. pendidikan,
dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan dj Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasamya

termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaky pada
hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
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KEDUA © Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapikan Ji Jakarta

Pada tanggal 23 Juni 2010
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EPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
3 REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JL HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jzkana Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Cdakarta, 29 JAN AW "
Kepada Yth.

5
Nomaf :DZ-HT-‘U1-U 3IA' lég
: e - Sdr. Prof. Dr, H. A. Syafii Maarif
Perihal : Status Badan Hukum Ketua Pimpinan Muhammadiyah,
_ Perkumpulan Muhammadiyah. JI. Menteng Raya 62,

Jakarta 10340,

Membalga surat Saudara Nomeor 62?”.0!U200‘.3. tanggal 19
September 2003 dan Nomor 0334.0/A72004, tanggal 20 Januar 2004,

perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-haj
sebagai berikut :

1. Perkumpulan  Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan
dengan Keputusan Gubarnur .fendoeral Momor 81, tanggal 22 Agustus

1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 84 tentang Perkumpuian-
perkumpulan Berbadan Hukum:

2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan
untuk jangka waktu tertentu, yarig statutanya alau
disetujui, juga setelah habis waldy yang ditentukan dalam
tanpa persestujuan lebih lanjut, dipandang sebagal badan hukum, bila
sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya
Afan panguriisnya mentninllian bah, i

; SONWE PHIRUMPLLAt ilu, selelan veakiu
yang ditentukan, tetap ada: -

roegtementnya
reglement itu,

3. Perkumgulan Muhammadith: ss3uai  dengan
menurut pahgamatan kami, sampai saat
kegiatan sebagai Porkumpuian:

surat  Saudara dan
inf, masih melakukan Kegiatan-

4. Berdasarkan penjslasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1685

tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada
paint 1 dan 2 di aths, maka Forkumputan Muhammadiyah yang telah
memperoleh pengesahan status badan hukum dar Gubernur Jendaral
{sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Marysta R, tetap diakui
ckeistensinya sebagni badan hukum dan harus menyesualkan iy
dengan Undang-undang Momar 8 Takun 1985 terzebut,
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SALINAN

MENTER!
eNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

. 23628/MPK/74 Jakarta, 24 Juli 1974

- Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
Bergerak dalam bidang
Pendidikan dan pengajaran.

Kepada

vth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Mailis
Pendidikan dan Pengajaran
dilakarta

¥ pengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 4. Akhir 1394 H/12 juli 1974 M No.
£-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang
hergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hersama ini kami beritahukan bahwa
setelah diadakan penelinan dengan seksama, maka kami menyatakan:

*Muhammadiyah sebagai badan bukum yang bergerak di bidang pendidikan dan
pengajaran”.
I Demikianlah narap mentadi makium,
: : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
g
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¢ Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
g_ Pimpinan Pusat Muhammadiyah
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SALINAN

MENTER!
eNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
~ REPUBLIK iNDONESIA

L 23628/MPK/74
smpian -

- Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
Bergerak dalam bidang
Pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada
¥th. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Mailis
© Pendidikan dan Pengajaran

dilakarta

b E .[)engan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 . Akhir 1394 H/12 Jjuli 1974 M No.
[-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang
hergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa

setelah diadakan penelinan dengan seksama, maka kami menyatakan:
"Muhammadiyah sebagai badan bukum yang bergerak di bidang pendidikan dan

pengajaran”.

Demikianlah narap mentadi makjum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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